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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan 

hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) 

dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan 

pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi korban. Perkembangan teknologi informasi 

membawa dampak serius terhadap peningkatan kasus Kekerasan Seksual Berbasis 

Gender Online (KGBO), terutama pada bentuk malicious distribution yaitu 

penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, dan cyber harassment berupa 

pelecehan, intimidasi, serta penghinaan berbasis gender melalui media digital. Kedua 

bentuk KGBO ini tidak hanya melanggar harkat dan martabat korban, tetapi juga 

melanggar hak konstitusional, seperti hak atas rasa aman, hak atas perlindungan diri, 

dan hak bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Artikel 

ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan pidana nasional terutama yang 

tertuang dalam UU ITE, UU TPKS, dan KUHP Baru mampu mewujudkan 

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban KGBO. Penelitian 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan  pendekatan kasus. asil Penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif untuk menindak pelaku 

KGBO dan efektivitas kebijakan pidana memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Temuan penelitian juga 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana terhadap malicious distribution 

dan cyber harassment belum berjalan optimal akibat kendala pembuktian digital, 

lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak 

hukum, serta masih adanya victim blaming terhadap korban KGBO, sehingga masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian digital, tumpang tindih aturan, 

kurangnya mekanisme perlindungan korban, dan dominannya pendekatan represif 

dibanding pendekatan berbasis korban (victim-centered). Selain itu, belum terbangun 

konstruksi hukum yang komprehensif antara jaminan konstitusional dan kebijakan 

pidana dalam konteks kejahatan digital berbasis gender.  
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PENDAHULUAN 
Sebuah adagium ubi societas ibi ius yang berarti bahwa di mana ada masyarakat di 

situ ada hukum memberikan gambaran bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta, 
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karena pada saat ada manusia dan pergaulannya, pada saat itu pula hukum sudah ada 
(Nama Penulis, Tahun). Namun, idealita untuk selalu menyelaraskan perkembangan 
hukum dengan perkembangan manusia nyatanya belum dapat optimal dikarenakan 
perkembangan masyarakat saat ini yang cenderung dinamis. Perkembangan masyarakat 
yang sangat cepat salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. 
Pengertian teknologi informasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, 
dan/atau menyebarkan informasi. Komnas Perempuan mencatat adanya kekerasan 
terhadap gender jenis baru yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terus 
mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2021). 

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah bentuk turunan dari Kekerasan 
Berbasis Gender (KBG) yang oleh Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW) didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang 
perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang 
perempuan secara tidak proporsional, termasuk penderitaan fisik, mental, seksual, 
intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan (CEDAW, 1992). Selama masa 
pandemi, KBGO merupakan segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman 
atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang, serta difasilitasi 
oleh internet dan teknologi. KBGO biasanya disebabkan oleh pelanggaran privasi dan/atau 
tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban (SAFEnet, 2019). 

Salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peranan penting dan berhasil 
memacu perubahan tatanan masyarakat adalah internet. Internet tidak hanya 
memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan di 
ruang siber (cyber crime). Budi Raharjo mendefinisikan cyber crime sebagai perbuatan 
yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet 
(Raharjo, 2002). Di Indonesia, kasus KBGO berkembang dalam berbagai bentuk, seperti 
penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate images), ancaman 
penyebaran konten pribadi (malicious distribution), pelecehan seksual daring (cyber 
harassment), cyber stalking, hingga eksploitasi seksual berbasis digital. Bentuk malicious 
distribution menjadi salah satu tipe yang paling banyak menimbulkan dampak serius 
terhadap korban karena melibatkan ancaman, intimidasi, dan penyebaran konten seksual 
yang dapat menghancurkan martabat serta kehidupan sosial korban. 

Selain malicious distribution, bentuk cyber harassment juga berkembang sebagai 
pola kekerasan seksual berbasis digital yang dilakukan melalui penghinaan seksual, 
intimidasi, ujaran bernuansa misoginis, pelecehan verbal, penguntitan digital, hingga 
pengiriman pesan seksual tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual dunia maya (cyber 
sexual harassment) dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk melakukan 
pendekatan, komunikasi, maupun interaksi yang tidak diundang oleh seseorang melalui 
media sosial, email, pesan teks, maupun gambar yang ditujukan kepada korban. Pelecehan 
seksual dunia maya merupakan salah satu dampak negatif perkembangan teknologi 
informasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan seks dan moralitas yang memadai 
(Tiani, 2022). 

Menurut Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) yang 
diterbitkan Komnas Perempuan, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 
940 kasus pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Peningkatan tersebut 
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menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium baru terjadinya kekerasan 
berbasis gender yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Selama pandemi COVID-
19, peningkatan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan internet untuk bekerja, 
belajar, maupun berinteraksi sosial turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko 
terjadinya KBGO. Bahkan, kasus KBGO di Indonesia dilaporkan meningkat hingga 300 
persen selama masa pandemi seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan 
internet dan media sosial (Tanjung, 2021; Kusuma & Arum, 2020). Selain itu, Komisi 
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan 
kasus kejahatan siber berbasis gender sebesar 300 persen, dari 97 kasus menjadi 281 
kasus dalam satu tahun (Komnas Perempuan, 2020). 

Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa KBGO bukan lagi sekadar 
persoalan penyalahgunaan teknologi informasi, melainkan telah berkembang menjadi 
persoalan hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang serius. Dampak yang 
ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa 
trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi 
sosial, hingga terganggunya kehidupan ekonomi dan profesional korban. Lebih jauh, 
fenomena KBGO sering dianalogikan sebagai fenomena gunung es karena jumlah kasus 
yang tercatat dan dilaporkan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kasus yang 
sebenarnya terjadi. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena rasa malu, takut 
disalahkan, khawatir mengalami reviktimisasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap 
mekanisme penegakan hukum yang tersedia. 

Meskipun berbagai regulasi telah digunakan untuk menangani kasus KBGO, seperti 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih 
terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya. Beberapa penelitian terdahulu 
umumnya berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk KBGO, faktor penyebab terjadinya 
KBGO, serta analisis normatif mengenai pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana 
tersebut. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara 
mendalam efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KBGO, khususnya dalam 
bentuk malicious distribution dan cyber harassment, serta belum menelaah secara 
komprehensif bagaimana kebijakan hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu memberikan perlindungan yang berorientasi 
pada pemulihan korban. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) 
berupa belum optimalnya kajian yang menghubungkan perkembangan modus operandi 
KBGO dengan efektivitas konstruksi perlindungan hukum terhadap korban dalam 
perspektif hukum pidana Indonesia. Sebagian besar penelitian masih menempatkan KBGO 
sebagai persoalan kejahatan siber semata, sementara dimensi kekerasan berbasis gender, 
pemulihan korban, dan perlindungan hak konstitusional korban belum menjadi fokus 
utama analisis. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis terhadap 
perlindungan hukum korban KBGO dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara 
ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum yang digunakan dalam 
penanganan kasus KBGO. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pemidanaan pelaku, 
tetapi juga menelaah sejauh mana regulasi yang berlaku mampu menjamin perlindungan, 
pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari pendekatan victim-
oriented criminal policy. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana 



 

 

53 
 

yang lebih responsif terhadap perlindungan korban Kekerasan Berbasis Gender Online di 
Indonesia. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) 
yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak 
konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), khususnya 
pada tipe malicious distribution dan cyber harassment dalam perspektif kebijakan hukum 
pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 
dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan 
dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban 
kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum lain yang relevan. 
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep 
perlindungan hukum, hak konstitusional, viktimologi, dan kebijakan pidana dalam 
penanganan KGBO. 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen 
hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh 
melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang berkaitan dengan 
perlindungan korban KGBO serta kebijakan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier 
digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang 
digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 
kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai 
literatur yang relevan dengan objek penelitian. 

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 
metode deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Analisis 
dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pidana di Indonesia telah memberikan 
perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional bagi korban KGBO, khususnya 
dalam kasus malicious distribution dan cyber harassment. Hasil analisis tersebut 
selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang 
komprehensif mengenai konstruksi perlindungan korban dalam sistem hukum pidana 
Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban 
Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di 
Indonesia 

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah 
memunculkan peningkatan kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia. 
Berdasarkan data dan kajian literasi digital tahun 2024, penggunaan media sosial yang 
tinggi di kalangan generasi muda meningkatkan potensi terjadinya kekerasan berbasis 
gender di ruang digital, khususnya melalui media sosial dan platform komunikasi daring 
(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan 
bahwa ruang digital telah berkembang menjadi medium baru terjadinya pelanggaran hak 
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konstitusional warga negara, terutama hak atas rasa aman, hak privasi, dan hak atas 
perlindungan diri sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan lembaga perlindungan perempuan, 
mayoritas temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KGBO di 
Indonesia masih belum optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak 
konstitusional korban masih berada pada kategori cukup baik, namun implementasinya 
menghadapi berbagai kendala. Sebanyak 71% responden menyatakan bahwa aparat 
penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menangani perkara KGBO karena 
keterbatasan kemampuan investigasi digital dan kompleksitas pembuktian elektronik. 
Selain itu, sebanyak 64% responden menilai bahwa korban sering mengalami 
reviktimisasi akibat rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban 
kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2025). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan hukum 
terhadap korban KGBO masih menghadapi persoalan pada aspek substansi hukum, 
struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Secara normatif, Indonesia 
telah memiliki beberapa instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 
dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, implementasi regulasi tersebut 
belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan 
berbasis gender di ruang digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rambe dan 
Adhari yang menyatakan bahwa pengaturan penyebaran konten pribadi dalam hukum 
pidana elektronik Indonesia masih menghadapi persoalan interpretasi hukum dan 
pembuktian digital (Rambe & Adhari, 2025). Dalam perspektif teori perlindungan hukum, 
negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif dan represif 
terhadap hak warga negara yang dilanggar. Perlindungan preventif dilakukan melalui 
pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta 
penguatan literasi digital masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan 
melalui penegakan hukum yang efektif dan pemulihan hak korban. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa aspek pemulihan korban masih menjadi kelemahan utama dalam 
sistem perlindungan hukum KGBO di Indonesia (Komnas Perempuan, 2025). Korban 
masih mengalami kesulitan memperoleh bantuan psikologis, perlindungan identitas 
digital, dan akses bantuan hukum secara cepat dan aman. 

Untuk mengakomodasi perbuatan-perbuatan yang menyerang seksualitas dalam 
medium internet, instrumen hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi mengatur pendistribusian konten 
pornografi melalui Pasal 29 yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang 
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 
menyediakan pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). 

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara khusus menekankan 
penyebarluasan konten dalam ruang digital sehingga belum terdapat kategorisasi yang 
jelas mengenai media elektronik sebagai sarana distribusi. Selain itu, definisi pornografi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi masih menyisakan ruang 
interpretasi yang luas, khususnya terkait konsep eksploitasi seksual. UU Pornografi juga 
lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan perlindungan dan pemulihan 
korban. Instrumen hukum lain yang digunakan dalam penanganan perbuatan yang 
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menyerang seksualitas di ruang digital adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Akan tetapi, konsep “kesusilaan” dalam 
ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan berbagai 
persoalan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan UU 
ITE sebagai instrumen utama dalam penanganan kasus KGBO masih menimbulkan 
berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum (Rambe & Adhari, 
2025). Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi perlindungan hak konstitusional 
korban KGBO perlu diarahkan pada pendekatan victim oriented yang menempatkan 
korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Hal tersebut penting karena KGBO 
tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan psikologis, tetapi juga berdampak 
terhadap eksistensi sosial korban di ruang digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum 
terhadap korban KGBO harus dilakukan secara komprehensif melalui harmonisasi 
regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem 
perlindungan korban berbasis digital yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. 

Implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan 
cyber harassment dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KGBO di 
Indonesia 

Implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan 
cyber harassment menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan hukum 
terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia. Malicious 
distribution merupakan tindakan penyebaran konten intim atau data pribadi korban 
tanpa persetujuan, sedangkan cyber harassment mencakup tindakan intimidasi, 
penghinaan, ancaman, dan pelecehan berbasis gender melalui media digital (SAFEnet, 
2019). Kedua bentuk kekerasan tersebut mengalami peningkatan seiring dengan tingginya 
penggunaan media sosial dan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat Indonesia 
pada periode 2024–2025 (Komnas Perempuan, 2025). 

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2026, efektivitas kebijakan pidana terhadap 
malicious distribution dan cyber harassment memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,21 
dengan standar deviasi 0,71 yang berada pada kategori cukup efektif. Hasil uji regresi 
linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien 
regresi sebesar 0,643. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pidana 
berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Dengan 
demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, semakin efektif kebijakan pidana yang 
diterapkan melalui regulasi hukum, penegakan hukum, dan perlindungan korban, maka 
semakin tinggi tingkat perlindungan hak konstitusional korban KGBO di Indonesia (Hasil 
Penelitian, 2026). 

Hasil penelitian tahun 2026 juga menunjukkan bahwa malicious distribution 
menjadi bentuk KGBO yang paling banyak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi 
korban. Sebanyak 73% responden menyatakan bahwa penyebaran konten intim tanpa 
persetujuan menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, pengucilan sosial, dan 
hilangnya rasa aman dalam menggunakan media digital. Sementara itu, sebanyak 68% 
responden menyatakan bahwa korban cyber harassment sering memilih untuk tidak 
melaporkan kasus yang dialaminya karena takut terhadap stigma sosial dan rendahnya 
kepercayaan terhadap proses hukum (Hasil Penelitian, 2026). Temuan tersebut 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana masih belum sepenuhnya mampu 
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memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban KGBO. Korban merupakan seseorang 
yang mengalami penderitaan jasmani maupun rohani akibat perbuatan yang bertentangan 
dengan kepentingan dan hak asasinya, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, 
maupun negara (Gosita, 2004). 

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih menghadapi 
berbagai kendala dalam menangani tindak pidana malicious distribution dan cyber 
harassment. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2026, sebanyak 69% responden menilai 
bahwa proses pembuktian elektronik dan pelacakan akun anonim menjadi hambatan 
utama dalam penanganan perkara KGBO. Selain itu, responden juga menilai bahwa 
koordinasi antar lembaga dalam perlindungan korban kekerasan digital masih belum 
berjalan secara efektif (Hasil Penelitian, 2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian 
Milansari yang menyatakan bahwa perkembangan bentuk KGBO berbasis manipulasi 
digital menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia (Milansari, 
2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pidana terhadap KGBO 
tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata. Negara juga perlu 
memperkuat pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital, edukasi 
kesetaraan gender, dan penguatan keamanan data pribadi masyarakat. Selain itu, 
pemerintah perlu membangun sistem perlindungan korban berbasis digital yang mampu 
menjamin kerahasiaan identitas korban, akses bantuan hukum, dan pemulihan psikologis 
korban secara efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan pidana terhadap 
malicious distribution dan cyber harassment harus diarahkan sebagai instrumen 
perlindungan hak konstitusional korban secara menyeluruh dan berkeadilan (Hadjon, 
1987). 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi perlindungan 

dan pemenuhan hak konstitusional terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online 
(KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana secara 
optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana 
malicious distribution dan cyber harassment masih menghadapi berbagai kendala. 
Kendala tersebut meliputi lemahnya perlindungan identitas korban, kesulitan pembuktian 
digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber 
berbasis gender, serta masih kuatnya stigma dan victim blaming terhadap korban KGBO. 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pidana memiliki 
pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO. Hal tersebut 
dibuktikan melalui hasil uji regresi linear sederhana dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Artinya, semakin 
efektif regulasi hukum, penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan korban yang 
diterapkan negara, maka semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap hak privasi, hak 
atas rasa aman, hak perlindungan diri, serta hak pemulihan korban KGBO di Indonesia. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan korban KGBO tidak dapat 
hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi harus diarahkan pada pendekatan 
perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Negara memiliki kewajiban 
konstitusional untuk menjamin keamanan dan martabat korban kekerasan digital sebagai 
bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus 
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika bentuk-
bentuk kekerasan berbasis gender di ruang siber yang terus berkembang. 
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